BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 114 TAHUN 2020

. TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON
ALAM AKIBAT WABAH PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu,
. sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan

penanganan dampak penularan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak
korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis
pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat;



Mengingat

bahwa Keputusan Bupati Nomor 106 Tahun 2020
tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 Di Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan tidak sesuai dengan perkembangan dan
situasi saat ini sehingga perlu di cabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4876);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan  Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentangPendanaandan Pengelolaan Bantuan
Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease (COVID-19);
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